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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Penentuan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Direksi dalam Doktrin 

business judgment rule dilihat melalui teori  fiduciary duty yaitu duty of loyalty 

dan duty of care, hal ini yang menjadi ukuran bagi Direksi untuk menjalankan 

perusahaan dengan itikad baik dan tanggung jawab. Doktrin business judgment 

rule tertuang dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas, Direksi harus dapat membuktikan bahwa 

tindakannya telah sesuai dengan apa yang tertuang dalam Pasal 97 ayat (5) 

tersebut untuk menentukan apakah direksi layak untuk dilindungi oleh doktrin 

ini, yaitu: 

a.  Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; 

b.  Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk 

kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; 

c.   Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak 

langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan 

d.   Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya 

kerugian tersebut. 
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2. Perlindungan Direksi dilindungi oleh doktrin business judgment rule yang 

melindungi direksi dalam setiap keputusan bisnis yang diambilnya. Terdakwa 

sebagai Direksi dalam melakukan keputusan bisnis telah membuktikan 4 (empat) 

unsur dan telah memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 97 ayat (5) 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka 

kerugian yang timbul dari keputusan bisnis tersebut diklasifikasikan sebagai 

risiko bisnis dan direksi tidak dapat bertanggungjawab secara pribadi, selain itu 

keputusan bisnis yang dilakukan Terdakwa juga terkandung prinsip-prinsip 

fiduciary duty yang melekat pada kewajiban direksi. Business Judgment Rule 

dalam hukum pidana dapat digunakan sebagai alasan penghapus pidana yaitu 

alasan pemaaf. Perbuatan Karen Galaila Agustiawan sebagai Terdakwa memang 

salah dan perbuatan yang dilakukan tetap merupakan perbuatan pidana, namun 

elemen dapat dicela pelaku yang dihapuskan. Pada kasus ini meskipun keputusan 

Terdakwa menimbulkan kerugian, namun Terdakwa tidak dapat dimintai 

pertanggungjawaban secara pribadi karena telah menjalankan fiduciary duty 

dalam keputusan bisnisnya, maka secara mutatis mutandis Terdakwa sebagai 

Direksi dilindungi oleh doktrin business judgment rule.   

B. Saran 

1. Bagi Kepolisian Republik Indonesia, dalam melakukan penegakan hukum dalam 

perkara tindak pidana korupsi agar dapat memahami tindak pidana korupsi 

terhadap direksi badan usaha milik negara dalam doktrin business judgment rule, 
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selanjutnya bagi Kejaksaan Republik Indonesia dalam melakukan penegakan 

hukum dalam perkara tindak pidana korupsi agar dapat memahami dan 

memperhatikan terkait tindak pidana korupsi oleh direksi badan usaha milik 

negara dalam doktrin business judgment rule. 

2. Bagi Hakim Republik Indonesia mulai dari tingkat pertama (PN), tingkat banding 

(PT), maupun tingkat kasasi dalam memberikan pertimbangan hukum maupun 

putusan dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh direksi badan 

usaha milik negara agar dapat memperhatikan dan mempertimbangkan tentang 

doktrin business judgment rule dan diharapkan Putusan Mahkamah Agung 

Nomor 121.K/Pid.Sus/2020 yang memutus lepas dari segala tuntutan hukum 

yang dilakukan Karen Galaila Agustiawan selaku Direksi PT. Pertamina dapat 

dijadikan sebagai yurisprudensi terhadap kasus-kasus serupa. Pertimbangan 

hukum oleh Hakim Mahkamah Agung menyatakan secara tegas bahwa doktrin 

business judgment rule dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas merupakan perlindungan bagi Direksi dalam 

melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk mengembangkan bisnis 

persero. 

3. Bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar memahami penentuan tindak 

pidana korupsi yang dilakukan oleh direksi badan usaha milik negara terkait 

pengambilan keputusan bisnisnya.    
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